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Abstrak

Masyarakat konsumen Indonesia di era globalisasi dan perdagangan bebas saat
ini,mengahadapi berbagai tantangan akibat dari dampak positif dan negatif dari
pertumbuhan ekonomi nasional dan dunia secara global. Kemungkinan akan adanya
produk barang cacat tersembunyi dari pelaku usaha akan selalu, upaya preventif dan
represif mutlak dilakukan negara untuk melindungi konsumen yang secara umum
lemah dibandingkan pelaku usaha. Islam, sesungguhnya sudah memberikan solusi
bagi pihak yang melakukan transaksi ekonomi, jika kemudian ada resiko yang
membahayakan dan merugikan yang mana dalam fikih muamalah dikenal istilah hak
khiyar, dan untuk porduk cacat dikenal dengan istilah k/iyar‘ayb.Hak khiyar'ayb ini
dengan prinsip tanggung jawab mutlak produk barang cacat tersembunyi mempunyai
keselarasan, di mana intinya adalah bahwa pelaku usaha bertanggung jawab terhadap
konsumen akan resiko akibat dari produk barang yang diedarkan di
pasaran.Relevansi hak khiyar'ayb dengan prinsip tanggung jawab mutlak pelaku
usaha ini, menunjukakan bahwa alternatif perlindungan konsumen melalui penerapan
prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha akan dapat melindungi konsumen
terhadap produk barang cacat tersembunyi dari pelaku usaha.

Kata kunci: globalisasi, perdagangan bebas, konsumen, khivar'avb, prinsip
tanggung jawab mutlak

Abstract

Indonesian consumer society, in the free era of globalization and free trade today,
faces a variety of challenges as a result of the positive and negative impacts of
national and world economic growth globally. The possibility of hidden defect goods
of product will always happen; efforts must be carried out, preventive and repressive
states, to protect consumers who are generally weaker than producer. Islam, in fact,
already provides a solution for those who conduct economic transactions, if then
there is a risk that endanger and harm, which figh muamalah uses the term called
khiyar, and for product defects known as khiyvar'ayb. This khiyar‘aybhasastrict
liabilityprinciple to the defective products, whose pointis that the producer will be
liability for the risks derived from the consumer goods circulated in the market. The
relevance of khiyar'aybto the strict liabilityprincipleshows that alternative consumer
protection through the application of the strict labilityprinciplewill be able to protect
consumers against hidden defects products from producers.

Keywords: globalization, free trade, consumer, khiyar'ayb, strict liability principle
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A. Pendahuluan

Era  masyarakat  konsumeris'
sebagai akibat  globalisasi®  dan
perdagangan bebas saat ini telah
menimbulkan dampak positif dan negatif
bagi dunia usaha di Indonesia.Salah satu
dampak positifnya adalah pelaku usaha
semakin mudah untuk memperluas
bisnisnya, sedangkan dampak negatifnya
semakin memperketat persaingan yang
menyebabkan perilaku  bisnis  tidak
sehat/curang sebbagai salah satu bentuk
kejahatan ekonomi (economic
crime).”Ketergantungan ekonomi  dari
negara sedang berkembang dengan
negara maju juga akan mempengaruhi
penegakan hukum perlindungan
konsumen dari suatu negara.

Kegiatan pelaku usaha yang
dalam berbisnis selalu memegangprinsip
ekonomi,saling bersaing untuk meraih
keuntungandan menghindari kerugian.Di
dunia bisnis yang saling bersaing tersebut
jikadikaitkan  dengan  pembangunan’
ekonomi dari suatu negara yang berusaha
mewujudkan tercapainya keadilan dan
kemakmuran bagi rakyatnya,
meniscayakan  adanya  perlindungan
konsumen.”Hal ini selaras dengan slogan
bahwa negara yang tidak memberikan
perlindungan terhadap konsumen adalah
negara yang kalah dalam perdagangan
bebas di era globasasi.’Oleh sebab itu
pembangunan ckonomi tanpa diimbagi
pembangunan hukum akan merugikan
masyarakat, meskipun hukum hanya
sebagai sarana mencapai tujuan, bukan
tujuan itu sendiri.”

Permasalahan perlindungan
konsumen merupakan kepentingan semua
manusia, sebagai konsumen."Di
Indonesia, masalah perlindungan
konsumen telah diatur dalam Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (untuk selanjutnya di singkat
UUPK).”

Sikap dan tingkah laku manusia
dalam memenuhi tuntutan lingkungannya
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mendapat  pengaruh  dari ajaran
agamanya.'’  Sescorang  bertanggung
jawab  apabila perbuatannya  dapat
dipertanggungjawabkan pada hati nurani
dan kepada masyarakat pada
umumnya.secara intitusi.'' Masalah
perlindungan konsumen dalam hukum
Islam'’dipandang tidak hanya terbatas
masalah  orang  perseorangan  saja
(keperdataan), akan tetapi masalah
kepentingan umat (publik secara luas).
Perlindungan konsumen juga merupakan
hal yang menyangkut hubungan antara
manusi dengan sang khalik, Allah SWT.

Islam memandang dunia
usaha/bisnis  tidak  hanya  sckedar
mendapat  keuntungan, tapi  juga
bagaimana ketika mencari keuntungan
tersebut tidak merugikan orang lain
sebagi konsumen.'’Dalam hukum Islam,
aturan-aturan dalam duniaperdagangan
dibahas dalam fikih muamalah.Fikih
muamalah memuat aturan-aturan bagi
manusia  dalam  persoalan-persoalan
keduniaan. "

Saat ini, bisnis telah berkembang
menjadi sesuatu yang lebih kompleks dan
beranckaragam, seperti aliansi strategis
internasional, “‘turnkey project” alih
teknologi,serta  “free  trade”  atau
kerjasama perdagangan bebas antar
negara”.”  Transaksi bisnis  dapat
dilakukan tidak hanya dalam waktu
singkat, tetapi juga meliputi tempat yang
tidak terbatas dengan menggunakan
media elektronik yang canggih, seperti

fax, email, telepon, internet dan lain

sebagainya.'®

Konsumen saat ini dituntut untuk
lebih kritis dalam memilih produk yang
dipasarkan  pelaku  usaha, karena
sebagaimana diketahui, banyak sekali
kasus-kasus dari produk pelaku usaha
yang merugikan konsumen. Diantara
kasus tersebut misalnya, kasus ledakan
tabung gas LPG jenis 3 kg,''melamin
yang terkandung dalam susu, perangkat
makanan yang berbahan melamin, kasus
kosmetika yang mengandung
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merkuri,'*kasus biscuit beracun tahun
1989 yang menyebabkan 35 orang
meninggal dunia, kasus mie instan,’
makan kaduluarsa,”’pengedaran
kosmetika tanpa izin edar,”’ pengedaran
sediaan farmasi berupa obat tradisional
berupa jamu yang tidak memenuhi
stindar dan atau persyaratan’ dan
banyak kasus-kasus lain yang dialami
konsumen Indonesia yang
penyelesaiannya di rasakan belum
memuaskan.

Sesungguhnya masalah tentang
perlindungan konsumen adalah mengenai
bagaimana jaminan tentang kepastian
akan terpenuhinya hak-hak konsumen
sebagai usaha preventif dari perbuatan-
perbuatan pelanggaran hak-hak
konsumen. Salah satu di antaranya adalah
melalui gagasan untuk penerapan prinsip
tanggung jawab mutlak pelaku usaha
dalam bidang adanya produk barang
cacat termasuk dalamnya produk barang
cacat tersembunyi.”*

Upaya penyelesaian sengketa
konsumen  produk  barang  cacat
tersembunyi melalui penerapan prinsip
tanggung jawab mutlak dari pelaku dalam
UUPK belum secara eksplisit tertulis
jelas dalam pasal, dan masihdalam
babpasal yang berbeda dalam UUPK.Hal
in1 menyebabkan ketidakpastian hukum
serta tidak adanya kesatuan pandangan
dari para penegak hukum dan pencari
keadilan.*

Adanya perlindungan konsumen,
bukan berarti mengesampingkan
perlindungan terhadap pelaku wusaha.
Melindungi konsumen sesungguhnya
merupakan upaya melindungi pelaku
usaha. Hubungan antara pelaku usaha
dengan konsumen, merupakan hubungan
yang Dberkesinambungan dan saling
membutuhkan.  Untuk  mewujudkan
harmonisasi,”> hubungan ini dilakukan
melalui  kejujuran untuk bertanggung
jawab terhadap apa yang menjadi hak dan
kewajiban dari pelaku usaha dan
konsumen tersebut, sehingga dapat
mengantisipasi munculnya bahaya

Konsep Khiyar ‘Ayb Fikih Muamalah dan Relevansinya

......................

kerugian akibat produk barang yang
membahayakan konsumen.”

Dalam fikih muamalah, konsumen
yang dirugikan dari barang yang
dibelinya diberikan hak yang
disebutdengan hak k#4iyar'ayb, yaitu,*“hak
untuk membatalkan atau melanjutkan jual
beli bagi kedua belah pihak yang berakad
apabila terdapat cacat pada objek tersebut
dan cacat tersebut tidak diketahui oleh
pelaku usaha ketika akad
berlangsung”.?’Dalam tulisan ini dibahas
lebth lanjut bagaimana keterkaitan
hak khiyar‘ayb dengan pentingnya prinsip
tanggung jawab mutlak dari pelaku
usaha. Untuk menjawab persoalan
ini,digunakan teori perbuatan melanggar
hukum dalam membangun prinsip
tanggung jawab mutlak di Indonesia dan
menggunakan pendekatan magasid al-
syariah untuk membetuk impelementasi
perspektif  fikih  muamalah  dari
pentingnya tanggung jawab mutlak
terhadap produk barang cacat
tersembunyi dalam upaya melindungi
masyarakat konsumen.

B. Hak Khiyar'Ayb dan Prinsip
Tanggung Jawab Mutlak Pelaku

UsahaProduk Barang Cacat
Tersembunyi
Konsep penegakan hukum

tanggung jawab mutlak pelaku usaha dari
adanya produk barang cacat tersembunyi,
berawal dari adanya produk yang tidak
membahayakan, tetapi karena ada cacat
tersembunyi maka menjadi sangat
membahayakan jiwa, harta, dan bahkan
lingkungan konsumen.’*Realitas bisnis
ini akibat dari adanya persaingan bebas
yang cenderung mengabaikan
etika,zgmcskipun problem mengenai pro
dan kontra dalam men%aitkan bisnis
dengan etika masih ada,’seperti masih
muncul mitos bisnis a moral.’'Etika
berbisnis dalam Islam bertujuan untuk
mendapatkan kepercayaan dalam sebuah
bisnis. Kepercayaan dalam berbisnis ini,
implemantasinya berkaitan erat dengan
kepercayaan vertikal dan horizontal, yang
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di bangun dari interaksi manusia dengan
manusia  dengan  bertujuan  untuk
membangun hubungan antar manusia
dengan sang Khaliknya. *Kepercayaan
ini sangat berkaitan dengan terpenuhinya
hak dan kewajiban dari konsumen dan
pelaku usaha sebagaimana yang tertuang
dalamdalam Pasal 4 danPasal 7 UUPK.

Pembahasan tentang perlindungan
konsumen sama dengan pembahasan
mengenai tanggung jawab produk, karena
dasar tanggung jawab produk(product
liability) adalah untuk memberikan
perlindungan kepada konsumen. Hal
tersebut muncul karena ada
ketidakseimbangan  tanggung  jawab
antara konsumen dan pelaku
usaha.’’Konsumen memiliki resiko yang
lebih besar daripada pelaku usaha, atau
dengan kata lain hak-hak konsumen
sangat rentan.”

Tuntutan tanggung jawab produk
dari pelaku usaha saat ini di lakukan
berdasarkan (1) pelanggaran jaminan
(breach of warranty); (2)kelalaian
(negligence); (3) 1anugungjawab mutlak
(strict  lability).” Tuntutan  tanggung
jawab  produk  yang  berdasarkan
pelanggaran jaminan prestasi, saat ini
dirasakan belum maksimal melindungi
konsumen. Hal ini karena tidak semua
konsumen dalam mendapatkan produk
dari pelaku usaha harus didahului dengan
adanya pertemuan dan  perjanjian
langsung dengan pelaku
usaha.’°demikian  juga tidak semua
produk yang telah beredar sudah ber-
SNI,””  walaupun dapat dimintakan

pertangungjawabannya berdasarkan
standar  kualitas dari merek yang
ditetapkan pelaku usaha

tersebut.”*Tanggung jawab produk yang
mengandung  kesalahan  juga tidak
optimal melindungi konsumen, karena
konsumen harus membuktikan kesalahan
pelaku, sementara untuk melmbuktikan
ada atau tidak adanya kesalahan pelaku
usaha bukanlah hal yang mudah bagi
konsumen yang punya kedudukan yang
lemah dari pelaku usaha, baik secara
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ekonomi, maupun pengetahuan tentang
produk yang dipasarkan.

Oleh karena itu, pelaku usaha
sebagai pihak yang paling
memungkinkan  penyebab  terjadinya
kerugian dari konsumen harus
bertanggung jawab terhadap konsumen
terlepas dari adanya wanprestasi, adanya
kesalahan ~ maupun  tidak  adanya
kesalahan dari pelaku usaha walaupun
tetap ada pengecualiaannya. Artinya
pelaku usaha harus bertanggung jawab
mutlak terhadap konsumen selama pelaku
usaha  tidak  dapat  membuktikan
kesalahan konsumen sebagai kesalahan
konsumen sendiri dan force majeure.
Demikian juga tentangadanya produk
barang cacat tersembunyi, pelaku usaha
harus bertanggung jawab.Berani
mengedarkan suatu produk berarti berani
menanggung segala resiko yang mungkin
muncul dari produk tersebut.”

Prinsip tanggung jawab mutlak ini
di bangun dari pengembangan doktrin
perbuatan melanggar hukum dari Pasal
1365 KUHPerdata dalam arti luas yang
meliputi perbuatan melanggar dari pelaku
usaha  terhadap  pasal-pasal  dalam
UUPK.Namun demikian juga ada
permasalahan dalam praktik hukum yaitu
belum adanya kesatuan  pendapat
mengenai dasar gugatan dalam proses
penyelesaian sengketa konsumen. Hal ini
dikarenakan selama ini proses
penyelesaian sengketa konsumen
mendasarkan gugatan pada kesalahan
dengan  tuntutan  pidana  maupun
administratif, tidak pada gugatan ganti
kerugian  terhadap  pelaku  usaha
berdasarkan prinsip tanggung jawab
mutlak.*’Alasan yang dijadikan
pembenaran proses penyelesaian
sengketa terhadap gugatan berlandasakan
pada kesalahan ini adalah bahwa proses
pembuktian  unsur-unsur  perbuatan
pidana lebih mudah dilakukan.”’

Kemudian, problem penerapan
prinsip tanggung jawab mutlak pelaku
usaha dari akibat adanya produk barang
cacat tersembunyi terkait juga dengan

Holijah



proses penyelesaian sengketa konsumen
yang diatur dalam UUPK melalui proses
litigasi maupun non litigasi dirasakan
belum memberikan rasa keadilan
terhadap konsumen. Untuk itu di masa
yang akan datang, penyelesaian sengketa
konsumen  produk  barang cacat
tersembunyi, sebaiknya dilaksanakan
melalui jalur formal dan informal.**

Memperhatikan  akibat  dari
adanya produk barang cacat tersembunyi
ini, dalam ruang lingkup fikih muamalah
yang bersifat adabiyah bahwa penegakan
hak dan kewajiban dari segi cara tukar
menukar benda yang  bersumber
pancaindra manusia berkaitan dengan
peredaran harta dalam hidup
bermasyarakat,*juga termasuk dalam
pengertian konsumen produk barang
cacat tersembunyi dalam tulisan ini.
Pemahamannya adalah bahwa yang
termasuk konsumen adalah tidak hanya
mendapat dan mempergunakan produk
dari pelaku usaha yang didahului oleh
peristiwa jual beli saja, namun bisa saja
melalui pemberian hadiah atau dengan
kata lain tidak secara langsung dari
pelaku usaha.

Terdapat istilah pada peristiwa
jual beli dalam transaksi ekonomi Islam
yang dikenal dengan khiyar.**Tujuan dari
adanya hak khAiyar ini adalah agar orang-
orang yang melakukan transaksi perdata
tidak dirugikan, sehingga ada
kemaslahatan yang dituju sesuai dengan
hikmah khiyar, *termasuk khiyar‘ayb.

Berdasarkan maksud khivar‘ayb,
bahwa apabila ada cacat pada objek,
maka pembeli mempunyai hak pilih
untuk dapat mengembalikan barang
tersebut dengan meminta ganti barang
yang dibeli, atau diganti dengan
uang.“°Hak khiyar ini, menurut para
pakar jugadapat diberikan kepada
pembeli, apabila cacatnya objek jual beli
tersebut tidak ketahui baik oleh penjual
dan pembeli.*’Menurut Hanafiah dan
Hanabilah, munculnya hak khiyardari
konsumen adalah apabila seluruh unsur
yang merusak obyek jual beli tersebut

Konsep Khiyar "Ayb Fikih Muamalah dan Relevansinya
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mengurangi nilai barang menurut tradisi
pedagang. Menurut Malikyah dan
Syafi’yah munculnya hak khiyar‘ayb
adalah apabila seluruh cacat yang
menyebabkan nilai barang itu berkurang
atau hilang unsur yang diinginkan.*®
Tujuan  penegakan  prinsip
tanggung jawab mutlak pelaku usaha
akibat adanya produk barang cacat
tersembunyi sebagai bentuk tanggung
jawab produk pelaku usaha terhadap
konsumen adalah bersinergi dengan
keberadaan Kkhiyar'ayb dalam fikih
muamalah terkait peredaran harta dalam
kehidupan bermasyarakat. Hukum Islam
dengan prinsip kemaslahatannya
memandang bahwa dalam transaksi
ckonomi Islam sangat ditekankan pada
nilai* kebaikan bagi kedua belah untuk
menyelesaikan sengketa konsumen.

C. Urgensi Penerapan Prinsip
Tanggung Jawab Mutlak dalam
Melindungi Konsumen Produk
Barang Cacat Tersembunyi

Hukum Islam mengajarkan untuk
selalu memberikan  kebaikan dan
menjauhi  kemadaratan.Dengan adanya
hak  khiyar atau hak pilih, maka
seseorang diberikan pilihan untuk dapat
melanjutkan atau mengurungkan
transaksi  jual beli yang telah
dilakukan.Pemberian khiyar ‘ayb kepada
konsumen, juga menunjukkan bahwa
penyelesaian sengketa konsumen dari
adanya produk barang cacat tersembunyi
dilakukan secara langsung antara pelaku
usaha  dengan  konsumen  sesuai
kesepakatan apakah mau meneruskan
atau mengurungkan transaksi. Islam telah
memberikan solusi dalam mengantisipasi
bahaya adanya kerugian konsumen dari
produk barang cacat tersembunyi.

Saat ini sudah selayaknya upaya
untuk melindungi konsumen produk
barang cacat tersembunyi dari bahaya
yang ditimbulkan  produk  cacat
tersembunyi untuk penerapan hukum
tanggung jawab mutlak. Sesungguhnya
dari adanya penerapan prinsip tanggung
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jawab mutlak ini adalah untuk
kepentingan pelaku usaha sendiri, karena
akan menumbuhkan kepercayaan
konsumen terhadap pelaku usaha yaitu
dari adanya jaminan akan penerapan

prinsip tanggung jawab.Artinya, jika

kemudian produk barang pelaku usaha
tersebut ternyata menimbulkan kerugian
konsumen, maka pelaku usaha akan
mengganti ganti kerugian terhadap
konsumen.

Untuk itu, dengan memperhatikan
fakta akibat yang dialami konsumen saat
ini, maka usaha melindungi konsumen
dari kerugian akibat produk dari pelaku
usaha dengan pemberian kesempatan
kepada pelaku usaha untuk membuktikan
kerugian tersebut bukan disebabkan oleh
perbuatan dari konsumen dan bukan
karena adanya kejadian alam (force
majeure)adalah sebuah keadilan. Hal ini
sesuai dengan tujuan hukum
dalamfilsafat hukum Islam® yang dikenal
dengan istilahmaqasid al-tasyri ‘&tau
maqasid al-syariahdari  Imamal-
Haramain al-Juwaini. Ia menegaskan
bahwa hukum Islam disyari'atkan untuk
mewujudkan dan memelihara maslahat
umat manusia dalam mewujudkan

kebaikan  sekaligus = menghindarkan
keburukan atau menarik manfaat dan
menolak mudarat. Para ulama

mengkonsepkan suatu kaidah yang cukup
popular yaitu “di mana ada maslahat, di
sana terdapat hukum Allah”. 31

Salah satu realisasi dari konsep
maqasid al-syariaftentang keadilan
adalah melalui prinsip tanggung jawab
mutlak dengan harapan bahwa pelaku
usaha harus sangat berhati-hati®? terhadap
produk yang diedarkan.Jika tidak, maka
pelaku usaha harus bertanggung jawab
terhadap semma resiko yang dialami
konsumennya, Apabila ini diterapkan
akan sangat melindungi konsumen dari
resiko buruk yang merugikan dan
membahayakan dan ini adalah senada
dengan vprinsip magasid  al-syariah.
"Artinya apabila ini adalah upaya untuk
melindungi konsumen, maka sudah
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selayaknya untuk dapat
diterapkan. Walaupun  secara  yuridis
belum tertuang secara normatif dalam
perturan perundang-undangan, maka para
penegak hukum terutama hakim sebagai
ujung tombak ;penegakan hukum harus
dapat membuat terobosan untuk dapat
menerapkannyauu apabila  perasaan
hukum dan; keadilan masyarakat
menghendaki Iam, sehingga hukum tidak
menjadi sarana untuk  mencari
kemenangan,”yang seharusnya hukum
harus dapat menjadi sarana untuk
mewujudkan keachlan, kebenaran dan
ketertiban di ~ masayarakat,’*sehingga
terwujud kebaikan dan keadllan dan tidak
adanya ketimpangan sosial.”®

Jaminan akan adanya tanggung
jawab produk dari pelaku usaha yang
berdasarkan ﬂhnmp tanggung jawab
mutlakjika praduk barang dari pelaku
usaha menimbulkan kerugian terhadap
konsumen, mequnjukkan jaminan bahwa
produk barang pelaku usaha yang beredar
adalah produk, yang aman yaituproduk
yang tidak  membahayakan  dan
merugikan konsumen.Pelaku usaha harus
menyadari bahwa kepentingan pribadi
yang dipahami secara benar
mengaharuskan hasrat yang diingini
harus dibatasi.*®

Dengan adanya penerapan prinsip
tanggung jawab mutlak diharapkan dapat
mencegah dpmpak negatif  dari
industrisasi, mendorong persaingan dari
produk-produk: arang Indonesia di pasar
internasional maupun lokal (dalam
negeri). Selajn itu,untuk menjamin
terjamin ku’a'litasnya serta  dapat
melindungi kohsumen yang secara umum
lemah®’ daripada pelaku usahayangharus
dilindungi hukuum, sesuai dengan salah
satu sifat dan tujuan hukum adalah
memberikan  perlindungan hukum
(pengayoman) kepada masyarakat.*®

Perlindiingan kepada masyarakat
tersebut harus diwujudkan dalam bentuk
kepastian hukum yang menjadi hak
konsumen,”’ dalam bentuk  peraturan
perundang- unc!angan Dengan demikian,
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akan terwujud keadilan secara layak
(timbal balik) antara pelaku usaha dengan
konsumen dari produk barang cacat
tersembunyi. Perlindungan hukum yang
berkeadilan terutama bagi konsumen
sebagai pihak yang lemah dengan tidak
mengurangi keadilan bagi pelaku usaha
untuk mendapatkan keuntungan dari
bisnis yang dilakukan secara bermoral
dan memberikan kepastian hukum yang
pada  akhirnya akan  mendorong
pertumbuhan dan perekonomian nasional.

D. Penutup

Upaya melindungi konsumen dari
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